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Abstract. A comparison between classical and contemporary interpretations regarding the law of theft contained
in Surah AI-Ma’idah verse 38, which stipulates the punishment of hand amputation for theft. This verse has long
been the basis of Islamic jurisprudence, but its interpretation has evolved over time. The method used is qualitative
with a literature study approach, which examines classical sources of interpretation such as Tafsir al-Qurtubt and
contemporary interpretations such as al-Mishbah. The research findings show that classical interpretations view
this verse textually and normatively, with a focus on the application of hudud law as a form of justice and
protection of property rights, as well as the imposition of strict conditions to avoid misuse. Meanwhile,
contemporary interpretations view this verse contextually and humanistically, paying attention to social,
economic, and humanitarian conditions. The punishment of hand amputation is understood not only as physical
punishment, but also as a tool for moral education, crime prevention, and protection of community welfare.
Although both share the same goal of upholding justice and safeguarding the welfare of the people, contemporary
interpretations emphasize a more flexible application of law to align with the values of social justice in the modern
era. Thus, this study emphasizes the importance of contextualizing the understanding of Islamic law without
neglecting the principles of sharia, which balance justice, humanity, and the welfare of the people.

Keywords: Classical Interpretation; Contemporary Interpretation; Qur’anic Interpretation; Theft Law; Theft
Punishment.

Abstrak. Perbandingan antara tafsir klasik dan tafsor kontemporer terkait hukum pencurian yang tercantum dalm
surah Al-Ma’idah ayat 38, yang menetapkan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian. Ayat tersebut telah
lam menjadi landasan dalam fikih jinayah, namun penafsirannya berkembang seiring perubahan zaman. Metode
yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yang menelaah sumber tafsir klasik
seperti Tafsir al-Qurtubi dan tafsir kontemporer seperti al-Mishbah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tafsir
klasik memandang ayat ini secara tekstual dan normatif, dengan fokus pada penerapan hukum hudud sebagai
bentuk keadilam dan perlindungan hak milik, serta diberlakukannya syarat-syarat ketat untuk menghindari
penyalahgunaan. Sedangkan tafsir kontemporer melihat ayat ini secara kontekstual dan humanis, memperhatikan
kondisi sosial, ekonomi, dan aspek kemanusiaan. Hukuman potong tangan dipahami bukan sekadar hukuman
fisik, melainkan juga sebagai alat pendidikan moral, pencegahan kejahatan, dan perlindungan kesejahteraan
masyarakat. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan keadilan dan menjaga
kemaslahatan umat, tafsir kontemporer menekankan penerapan hukum yang lebih fleksibel agar sesuai dengan
nilai keadilan sosial di zaman modern. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya
mengontekstualisasikan pemahaman hukum islam tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip syariat yang
menyeimbangkan antara keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan.

Kata kunci: Hukum Pencurian; Hukuman Pencurian; Tafsir Al-Qur’an; Tafsir Klasik; Tafsir Kontemporer.

1. PENDAHULUAN

Al-Qur’an merupakan sumber utama ajaran Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai
pedoman spiritual, tetapi juga sebagai dasar pengaturan kehidupan sosial, ekonomi, dan
hukum. Dalam bidang hukum pidana Islam (jinayah), Al-Qur’an secara tegas mengatur
beberapa jenis pelanggaran berat, salah satunya adalah tindak pidana pencurian (sarigah).
Ketentuan sanksi terhadap pelaku pencurian tercantum secara eksplisit dalam Surah al-Ma’idah

ayat 38, yang menetapkan hukuman potong tangan sebagai balasan atas perbuatan tersebut.

Naskah Masuk: 19 Oktober 2025; Revisi: 22 November 2025; Diterima: 15 Desember 2025; Tersedia: 22 Desember
2025.


https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i4.309
https://ibnusinapublisher.org/index.php/TADHKIRAH
mailto:231320008.dikriyah@uinbanten.ac.id
mailto:231320027.nikhlah@uinbanten.ac.id
mailto:231320009.sitinur@uinbanten.ac.id
mailto:dzawafi@uinbanten.ac.id
mailto:231320008.dikriyah@uinbanten.ac.id

Hukum Pencurian Perspektif Tafsir Klasik dan Tafsir Kontemporer

Ayat ini menjadi fondasi utama dalam perumusan hukum hudiid oleh para ulama klasik (Darsul,
2012; El-Awa, 1981).

Dalam tradisi tafsir klasik, ayat tersebut umumnya dipahami secara normatif dan literal
sebagai ketetapan hukum yang bersifat final. Para mufasir dan fugaha’ menekankan bahwa
hukuman potong tangan memiliki fungsi preventif dan represif untuk menjaga keamanan harta,
menegakkan keadilan, serta melindungi stabilitas sosial (Sufriadi & Andriyadi, 2022; Sodiqin,
2017). Pendekatan ini berangkat dari teks (nass) Al-Qur’an dan kaidah fikih yang telah mapan,
dengan penekanan kuat pada aspek legal-formal.

Namun, seiring perkembangan zaman, muncul pendekatan tafsir kontemporer yang lebih
kontekstual dalam memahami ayat-ayat hukum, termasuk Surah al-Ma’idah ayat 38. Para
mufasir kontemporer menilai bahwa penerapan hukum pidana Islam harus mempertimbangkan
kondisi sosial, ekonomi, keadilan substantif, serta nilai-nilai kemanusiaan yang sejalan dengan
tujuan utama syariat (maqasid al-shari ‘ah) (Hidayati & Islamy, 2021; Siadio & Ismail, 2023).
Dalam konteks ini, faktor-faktor seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, serta struktur
ekonomi masyarakat dipandang sebagai variabel penting dalam menilai relevansi dan
implementasi sanksi pidana secara adil.

Sejumlah penelitian telah membahas fleksibilitas hukum pidana Islam dalam kasus
pencurian, termasuk kemungkinan penerapan hukuman ta‘zir apabila pencurian terjadi di
bawah nisab atau dalam kondisi darurat (Abdi, 2018; Abrar & Yahya, 2024). Selain itu, kajian
hermeneutika terhadap ayat potong tangan juga telah dilakukan dengan menyoroti
reinterpretasi makna hukuman dari perspektif pemikir kontemporer seperti Nasr Hamid Abu
Zayd (Annisa Nuril Hakim et al.,, 2023). Penelitian-penelitian ini menunjukkan adanya
pergeseran paradigma dari pendekatan tekstual menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan
humanis.

Meskipun demikian, kajian yang secara khusus membandingkan secara kritis penafsiran
klasik dan kontemporer terhadap Surah al-Ma’idah ayat 38 masih relatif terbatas. Sebagian
besar penelitian cenderung berdiri pada satu perspektif saja baik tekstual maupun kontekstual
tanpa mengulas secara mendalam latar belakang metodologis, epistemologis, dan sosial yang
melandasi perbedaan pola tafsir tersebut. Padahal, memahami perbedaan ini sangat penting
dalam merespons tantangan modern terkait isu keadilan sosial, kemiskinan struktural, dan
perlindungan hak asasi manusia dalam perspektif hukum Islam (Ali, 2018; Sodiqin, 2017).

Dalam konteks masyarakat modern, penerapan hukum potong tangan tidak dapat
dilepaskan dari perdebatan global mengenai hak asasi manusia, sistem hukum nasional, serta

nilai-nilai keadilan universal. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya berfokus
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pada aspek normatif hukum, tetapi juga pada dinamika sosial yang melingkupi lahirnya
penafsiran serta relevansinya dalam konteks kekinian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara
komparatif penafsiran klasik dan kontemporer terhadap Surah al-Ma’idah ayat 38 tentang
hukum pencurian, dengan menelaah perbedaan pendekatan metodologis, dasar argumentasi,
serta implikasinya terhadap konsep keadilan dalam Islam. Dengan demikian, penelitian ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi tafsir hukum,
sekaligus menawarkan perspektif yang lebih adil dan kontekstual dalam memahami hukum

pidana Islam di era modern.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan,
karena seluruh data diperoleh dari literatur tafsir, kitab fikih, serta karya ilmiah yang membahas
hukum pencurian dalam Islam. Sumber utama meliputi tafsir klasik seperti 7afsir al-Qurtubr,
Tafsir al-Tabart, dan Tafsir Ibn Kathir, serta tafsir kontemporer seperti Tafsir al-Mishbah.
Adapun sumber pendukung berasal dari artikel jurnal, buku, dan literatur akademik lain yang
relevan dengan kajian Surah al-Ma’idah ayat 38. Data dikumpulkan melalui pembacaan
intensif, pencatatan sistematis, dan pengelompokan sesuai kerangka penafsiran klasik dan
modern.

Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif untuk menelusuri
perbedaan metode penafsiran, dasar argumentasi hukum, dan latar sosial pemikiran para
mufasir. Tahap analisis mencakup reduksi data, penyajian informasi, serta penarikan simpulan
melalui teknik analisis isi. Keabsahan data diperkuat dengan triangulasi sumber dan
pengecekan konsistensi antarreferensi. Melalui metode ini, penelitian mampu menggambarkan
secara mendalam persamaan serta perbedaan penafsiran tentang hukum pencurian, sekaligus

menilai relevansinya dalam konteks praktik hukum Islam masa kini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep Hukum Pencurian dalam Al-Qur’an

Secara etimologis, kata sarigah merupakan bentuk mashdar dari akar kata (3% — 3% —
&% (saraqa—yasriqu—sarigan) yang bermakna mengambil sesuatu secara diam-diam tanpa
seizin pemiliknya. Kata ini digunakan untuk menggambarkan tindakan pengambilan harta
milik orang lain dengan cara tersembunyi atau menggunakan tipu daya (khufyah wa hilah).

Dalam bentuk pelaku, istilah as-sarig berarti orang yang mencuri. Definisi ini sejalan dengan
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pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyebutkan bahwa mencuri ialah
mengambil barang milik orang lain secara tidak sah, biasanya dilakukan secara sembunyi-
sembunyi. Berdasarkan makna tersebut, sarigah tidak hanya sekadar tindakan mengambil
barang, melainkan juga mencerminkan unsur niat jahat dan pelanggaran terhadap hak milik
seseorang.

Dalam perspektif hukum Islam (figh jinayah), pencurian termasuk kategori jarimah
hudiid, yakni tindak pidana yang sanksinya telah ditetapkan langsung oleh Allah Swt. Meski
demikian, pelaksanaan hukuman tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh sejumlah syarat
ketat. Para ulama mensyaratkan bahwa barang yang dicuri harus mencapai batas minimal
tertentu (nisab), berada di tempat yang aman (hirz), dan perbuatan dilakukan tanpa paksaan
atau kondisi darurat. Hal ini menandakan bahwa hukum Islam tidak bertujuan menghukum
secara kejam, tetapi menegakkan keadilan yang proporsional, rasional, dan berorientasi pada
kemaslahatan. Sebagai pedoman utama umat Islam, Al-Qur’an menegaskan pentingnya
menjaga hak kepemilikan dan keadilan sosial. Dalam Surah al-Ma’idah ayat 38, Allah Swt.
berfirman:

LSA e A5 E G YIS Ly £158 Lagaadl ) 5adabld 48 5015 5,15

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya
sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Sesungguhnya
Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (A/-maidah ayat 38)

Ayat ini menjadi dasar hukum sanksi bagi pelaku pencurian. Namun, tafsir para ulama
menunjukkan bahwa pesan ayat tersebut bukan hanya mengenai hukuman fisik, melainkan juga
mengandung nilai moral dan sosial. Dalam hal ini ketentuan tentang pencurian berkaitan erat
dengan tujuan utama syariat Islam (magqgasid al-syari ‘ah), khususnya dalam menjaga harta (hifz
al-mal). Larangan mencuri bukan semata melindungi harta benda, tetapi juga menjaga
kestabilan sosial dan ekonomi agar masyarakat hidup dalam suasana aman dan tenteram.
Hukuman terhadap pencuri pada hakikatnya bukanlah bentuk balas dendam, melainkan
instrumen pendidikan moral dan sosial untuk menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya
keadilan dan integritas.

Oleh sebab itu, penerapan hukum pidana Islam tidak cukup hanya dengan menjatuhkan
sanksi, melainkan juga harus diiringi dengan perbaikan kondisi sosial dan pemerataan
ekonomi. Hukum potong tangan, misalnya, hanya berlaku jika kebutuhan dasar masyarakat
telah terpenuhi dan pelaku tidak memiliki alasan ekonomi yang sah untuk mencuri. Hal ini
menegaskan bahwa prinsip hukum Islam bersifat humanis dan kontekstual, selalu menimbang

antara keadilan dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, konsep hukum pencurian dalam Al-
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Qur’an tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi, tetapi juga mengandung nilai-nilai
spiritual, sosial, dan moral yang saling berkaitan.
Penafsiran Klasik tentang Hukum Pencurian

Dalam tradisi tafsir Islam klasik, pembahasan tentang hukum pencurian khususnya yang
terdapat dalam Surah Al-Ma’idah ayat 38 menunjukkan betapa seriusnya syariat Islam dalam
menjaga hak milik dan ketertiban masyarakat. Ayat ini memerintahkan hukuman potong tangan
bagi pencuri sebagai bentuk hukuman hudiid. Namun, para ahli tafsir klasik tidak memahminya
hanya sebagai hukuman fisik, melainkan juga sebagai upaya menegakkan keadilan, melindungi
harta, dan mendidik umat secara moral.

Dan dalam kitab-kitab tafsir besar seperti karya Al-tabari, Al-Qurtubi, dan Ibn katsir, para
ulama menjelaskan secara rinci syarat dan ketentuan pelaksanaan hukuman ini dalam kerangka
fikih. Mereka menegaskan bahwa hukuman potong tangan hanya boleh dilakukan jika
memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti pelakunya sudah baligh dan berakal (mukallaf),
barang yang dicuri mencapai batas minimal nilai tertentu (nisab), diambil dari tempat yang
aman (hirz), dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa paksaan. Dari sudut pandang ini,
hukuman potong tangan bukan tindakan sewenang-wenang, tetapi bagian dari sistem hukum
Islam untuk melindungi harta (kifz al-mal) dan menjaga ketertiban sosial. Dengan memahami
dasar pemikiran klasik ini, kita bisa lebih mudah menelusuri bagaimana tafsir tentang hukum
pencurian berkembang dalam konteks masa kini.

Hukum sebagai alat perlindungan hak milik (hifz al-mal), Dalam tafsir klasi Surah Al-
Ma’idah ayat 38 dipahami terutama sebagai upaya untuk menjaga hak milik seseorang dan
menjaga kestabilan masyarakat. Para mufassir menilai bahwa hukuman hudid, termasuk
potong tangan bagi pencuri, merupakan bagian dari tujuan syariat untuk melindungi harta dan
mencegah timbulnya kerusakan sosial yang lebih besar. Dengan demikian, hukuman ini bukan
dimaksudkan sebagai balas dendam, melainkan sebagai langkah untuk memperbaiki perilaku
dan mencegah tindakan yang bisa merusak tatanan ekonomi maupun sosial. Syarat ketat
sebelum  penerapan  hukuman, bentuk  kehati-hatian  moral dan  hukum
Tafsir klasik juga menegaskan adanya berbagai syarat yang harus dipenuhi sebelum hukuman
hudid dijatuhkan, seperti nilai minimal barang yang dicuri (nisab), pencurian dilakukan dari
tempat aman (hirz), pelaku merupakan orang yang sudah mukallaf, serta tidak ada unsur
paksaan atau keadaan darurat. Penekanan terhadap syarat-syarat ini menunjukkan bahwa
penerapan hukum harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, baik secara moral maupun

hukum. Negara dan hakim (gadi) dituntut berhati-hati agar tidak menghukum orang yang
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mencuri karena terpaksa atau salah paham.Dengan cara ini, nilai kemanusiaan dan keadilan
tetap dijaga dalam pelaksanaan hukum menurut pandangan klasik.

Efek jera dan pendidikan moral masyarakat, Para ulama klasik menjelaskan bahwa
hukuman hudiid juga berfungsi untuk menimbulkan efek jera dan mendidik masyarakat agar
menjunjung tinggi kejujuran serta tanggung jawab terhadap harta orang lain. Dalam
masyarakat pra-modern, pendekatan ini dianggap penting untuk mencegah maraknya
pencurian dan menjaga rasa aman bersama. Pandangan ini banyak dijumpai dalam kitab tafsir
dan karya fikih yang membahas tujuan-tujuan syariat (magqasid al-shari ‘ah), khususnya dalam
hal perlindungan terhadap harta. Kemudian keseimbangan antara keadilan dan kasih sayang
(rahmah) Meskipun ayat tentang hukuman pencurian tampak keras, para mufassir klasik
menekankan pentingnya prinsip keadilan dan kasih sayang dalam penerapannya. Hukuman
hanya boleh dijatuhkan melalui proses yang adil, dan masih ada ruang untuk keringanan,
seperti pengampunan dari pemilik barang atau penundaan hukuman bila ada keraguan. Tradisi
hukum Islam klasik dengan demikian berusaha menyeimbangkan ketegasan aturan dengan
nilai-nilai kemanusiaan, agar penerapan hukuman tidak menjadi tindakan yang kejam atau
sewenang-wenang. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan moral antara keadilan dan
rahmah dalam penafsiran klasik.

Penafsiran kontemporer terhadap hukum pencurian

Perubahan paradigma tafsir dari pendekatan tekstual ke pemahaman kontekstual sosial
ke ekonomi. Dalam konteks masa kini, penafsiran terhadap ayat seperti QS Al-Ma’idah 5:38
mengalami pergeseran dari pemahaman yang bersifat literal menuju pendekatan yang lebih
kontekstual, dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan dinamika masyarakat
modern. Para mufassir kontemporer berpendapat bahwa hukuman fisik, seperti pemotongan
tangan, bukanlah tujuan utama dari syariat, melainkan sarana untuk menjaga keadilan sosial
dan melindungi hak milik, yang penerapannya perlu menyesuaikan dengan situasi
zaman.Sebagaimana dijelaskan dalam kajian Kontinuitas dan Perubahan dalam Penetapan
Hukum Hudud Dari Nass hingga Teks Fikih, esensi hukum hudiid termasuk hukum pencurian
berakar pada nilai-nilai keadilan, tanggung jawab moral, dan kesetaraan. Oleh karena itu,
penerapan hukuman dalam konteks modern dapat diarahkan ke bentuk yang lebih reformatif
(mendidik dan memperbaiki pelaku) serta restoratif (memulihkan keseimbangan dan keadilan
dalam masyarakat

Penegasan tujuan syariat (magasid) dan pencegahan kemudaratan, Penafsiran masa kini
menekankan bahwa setiap hukuman dalam Islam perlu dipahami sesuai dengan tujuan utama

syariat (magqasid al-shari‘ah), yaitu untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
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Dalam kasus pencurian, hal ini berarti bahwa hukuman bukan semata-mata untuk menghukum
pelaku, tetapi untuk mencegah kerugian (darar) dan melindungi kesejahteraan masyarakat
sebagaimana dijelaskan dalam artikel “Konsep Pidana Hudud Menurut Al-Qur’an Suatu
kajianTafsir Tematik,” diberlakukannya hudiid adalah menjaga agar harta umat tidak jatuh ke
tangan orang yang berbuat jahat. Hukuman fisik seperti potong tangan dipahami bukan hanya
sebagai tindakan keras, tetapi juga simbol peringatan dan pendidikan moral bagi masyarakat
agar lebih menghargai kejujuran dan keamanan sosial.

Adaptasi terhadap sistem hukum nasional dan keberagaman masyarakat di banyak negara
muslim modern, penerapan secara langsung hukuman hudiid menghadapi kendala karena harus
menyesuaikan dengan sistem hukum nasional dan keberagaman masyarakat yang ada. Karena
itu, penafsiran kontemporer sering kali memberikan ruang bagi bentuk hukuman lain, seperti
ta zir, yang memiliki tujuan serupa tetapi lebih sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan
kondisi masyarakat sekarang. Sebagaimana dijelaskan “Keluwesan Hukum Pidana Islam
Dalam Jarimah Hudud (Pendekatan Pada Jarimah Hudud Pencurian),” meskipun teks Al-
Qur’an menyebut hukuman potong tangan, pelaksanaannya tetap perlu memperhatikan
keadaan pelaku apakah ia mampu, terpaksa, atau dalam kesulitan sehingga hukuman tersebut
dipahami lebih sebagai langkah pencegahan (preventif) daripada sekadar pembalasan
(retributif)

Tantangan penerapan dan kritik terhadap penafsiran kontemporer, Walaupun banyak
ulama masa kini mendorong tafsir yang lebih menyesuaikan dengan perkembangan zaman,
tetap ada tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara kesetiaan pada teks Al-Qur’an
dan kebutuhan untuk menjawab masalah-masalah modern. Penafsir harus berhati-hati agar
tidak menyimpang dari nilai keadilan dan moral yang menjadi dasar syariat. Beberapa pihak
mengkritik bahwa penafsiran kontemporer kadang dianggap terlalu lunak, sehingga bisa
mengurangi ketegasan hukum Islam. Namun, penelitian seperti “Kontinuitas dan Perubahan
dalam Penetapan Hukum Hudud” menjelaskan bahwa pendekatan antara yang berpegang pada
teks (textualist) dan yang menyesuaikan dengan konteks (contextualist) adalah hal yang wajar

dan sah dalam perkembangan hukum Islam modern.
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4. KESIMPULAN

Hukum pencurian dalam Islam yang bersumber dari Surah Al-Ma’idah ayat 38 pada
dasarnya bertujuan untuk menegakkan keadilan, melindungi harta, serta menjaga ketertiban
masyarakat. Namun, cara memahami dan menerapkan ayat ini berbeda antara penafsiran klasik
dan masa kini (kontemporer). Dalam pandangan tafsir klasik, para ulama memahami ayat
tersebut secara tekstual dan berdasarkan ketentuan hukum yang baku. Hukuman potong tangan
dipandang sebagai perintah tegas dari Allah untuk menimbulkan efek serta menjaga hak
kepemilikan. Walaupun demikian, pelaksanaannya tidak dilakukan secara sembarangan,
karena ada sejumlah syarat ketat yang harus yang harus dipenuhi, seperti nilai barang yang
dicuri, lokasi pencurian, serta kondisi pelaku. Hukuman ini bukan dimaksudkan untuk
kekejaman, melainkan sebagai pendidikan moral, penegakan keadilan, dan upaya pencegahan
kejahatan.

Dalam tafsir kontemporer, para mufasir menafsirkan hukum pencurian dengan
pendekatan yang lebih kontekstual dan berorientasi kemanusiaan. Mereka berpendapat bahwa
ayat ini tidak hanya berbicara tentang hukuman fisik, tetapi juga mengandung pesan moral dan
sosial agar masyarakat menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Oleh karena itu, penerapan
hukuman perlu memperhatikan faktor sosial, ekonomi, dan kemanusiaan, misalnya ketika
pencurian dilakukan karena keterpaksaan atau kemiskinan. Ulama kontemporer juga
menegaskan pentingnya tujuan utama syariat (magqasid al-shart‘ah), yakni menjaga keadilan
dan kemaslahatan umat. Karena itu, hukuman dapat diganti dengan bentuk lain seperti ta ‘zir
(hukuman bersifat mendidik), asalkan tetap menegakkan prinsip keadilan dan menjaga
ketertiban sosial. Meskipun terdapat perbedaan sudut pandang, baik tafsir klasik maupun
kontemporer sepakat bahwa inti dari hukum islam bukan hanyamemberi hukuman, tetapi juga
untuk mendidik manusia, melindungi hak-hak masyarakat, serta menciptakan keadilan sosial

dalam kehidupan bersama.
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